RUU KUHP

Kontradiksi RUU KUHP dengan Urgensi Peran Pendamping Penyandang Disabilitas dalam Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi sebagai Upaya Perlindungan Perempuan Dengan Disabilitas

[bookmark: _GoBack]Masalah klasik yang terjadi dalam setiap pembuatan kebijakan di Indonesia adalah seringkali kebijakan yang dibuat tanpa memperlihatkan aspek yang ada di masyarakat. Salah satunya bisa dilihat dalam kasus penyandang disabilitas terkait Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat 2004 -2013 yang hanya memuat program dan kebijakan, namun tidak secara eksplisit menyebutkan instansi/kementerian yang seharusnya melaksanakan tugas dan fungsi dari program dimaksud (Irwanto dkk, 2010). Salah satu yang layak untuk dijadikan catatan adalah RUU KUHP yang hingga kini tengah disusun. Misalnya, pada Bagian Ketiga RKUHP tentang Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan yang pada pasal 480 disebutkan “Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Pasal ini dapat menimbulkan kebingungan dan misinterpretasi terkait pihak-pihak yang bisa dikenakan pidana dalam ketentuan RKUHP ini. Hal ini disebabkan dalam promosi alat kontrasepsi hanya menjadi kewenangan tenaga kesehatan. 
Fakta yang terjadi di masyarakat cukup banyak yang terlibat dalam upaya sosialisasi, promosi, bahkan mengedarkan alat kontrasepsi. Termasuk di dalamnya pendamping bagi penyandang disabilitas, baik yang bersifat pendamping individu maupun organisasi. Tidak jauh berbeda dengan kondisi di lapangan, yang mana tim PKK biasa sering difungsikan sebagai kader Keluarga Berencana. Jika melihat fakta dari beberapa peneliti di Indonesia yang telah menemukan fakta bahwa orang dengan disabilitas memiliki risiko 4-10 kali lebih tinggi menjadi korban kejahatan bila dibandingkan mereka yang tidak memiliki masalah disabilitas (Fakhriya dkk, 2018). Hal ini mengabaikan peran masyarakat yang sudah tercantum dalam PP No 61 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 21 ayat 1 berbunyi “Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”
Pengabaian Kewenangan
Jika pengabaian peran di luar tenaga kesehatan ini dipaksakan maka tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, pendamping penyandang disabilitas, hingga PKK dapat dikenakan pidana akibat dari ketentuan ini. Jika ketentuan ini dipaksakan, akan menjadi preseden buruk bagi organisasi penyandang disabilitas yang selama ini melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan mereka tidak termasuk dalam kelompok pihak yang berwenang, yakni tenaga kesehatan sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 483 berbunyi “Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 dan Pasal 482 jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.
Hal ini menjadi semakin kompleks dan rumit jika melihat fakta menjamurnya penjualan alat konstrasepsi (kondom) di supermarket, bahkan hingga toko-toko kelontong. Diperlukan adanya payung hukum yang lebih jelas dan terarah terkait arah penggunaan KUHP agar tidak memidanakan pihak-pihak yang selama ini justru sangat membantu dalam upaya kampanye alat kontrasepsi di masyarakat. Organisasi penyandang disabilitas yang selama ini menjadi ujung tombak dalam advokasi terhadap penyandang disabilitas harus diberi ruang yang lebih luas. Pengabaian organisasi penyandang difabel dalam advokasi alat kontrasepsi juga kontradiktif dengan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kontradiksi tersebut terdapa pada Pasal 133 berbunyi “pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait”
Jika merujuk dengan UU No 8 Tahun 2016 di atas, setiap sektor terkait penanganan penyandang disabilitas harus melibatkan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait. Dan pendampingan yang dilakukan organisasi penyandang disabilitas masuk ke dalam sektor ini. Keterilbatan organisasi penyandang difabel dalam upaya mensosialisasikan kampanye alat kontrasepsi bagi penyandang disabilitas merupakan suatu keharusan. Sifat kekhususan yang dimiliki penyandang disabilitas perlu menggunakan pendekatan khusus untuk menanganinya. Penanganan khusus ini tidak bisa dipikul sama rata dengan kebijakan yang bersifat umum yang selama ini digunakan untuk advokasi dan sosialisasi penggunaan kontrasepsi bagi penyandang disabilitas.  Jika menilik pada rendahnya pemahaman terkait penggunaan alat kontrasepsi di kalangan penyandang disabilitas sebagaimana terlihat pada data yang dihimpun dari SAPDA, peran serta pendamping bagi difabel yang terorganisir menjadi hal yang mendesak dibutuhkan.
Tanpa melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap pengambilan kebijakan sama halnya dengan menyuburkan diskriminasi. Dalam ilmu hukum diskriminasi rasial meengganggu ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat Indonesia (gemeen gevararlijke atau gevaarzetingsdelicten). Pengabaian ini ini sama halnya dengan mempertajam jurang diskriminasi bagi penyandang difabel. Hal ini berbeda dengan KUHP di Perancis yang cukup lengkap dan progresif dalam mengatur kejahatan diskriminasi sebagai kejahatan “diskriminasi”, sekaligus mengatur perbuatan yang memiliki intensi diskriminasi. KUHP Perancis menjadi contoh kebijakan kriminal di mana berbagai bentuk diskriminasi dirumuskan sebagai tindak pidana. Jika RKUHP masih menggunakan format yang demikian, sejak dalam KUHP itu sendiri pun sudah memunculkan diskriminasi.
Menurut Leigh Ann Davis (2009) orang yang menyandang disabilitas, baik secara intelektual, kognitif atau perkembangan, lebih sering terlibat kasus hukum, baik sebagai korban dan tersangka atau pelaku, dibandingkan individu yang tidak menyandang disabilitas. Hal ini mengindikasikan perlunya aspek-aspek yang tidak mendiskriminasikan penyandang disabilitas, termasuk dari upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.
Human Right Based
Dalam CRPD pasal 16 ayat 3 juga menyebutkan bahwa untuk mencegah terjadinya segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, harus menjamin bahwa semua fasilitas dan program didesain untuk melayani penyandang disabilitas dipantau secara efektif oleh otoritas independen. Keberadaan pendamping, baik yang secara pribadi maupun organisasi, kehadirannya merupakan unsur independen dalam upaya pemenuhan hak perempuan dengan disabilitas untuk terbebas dari korban kekerasan seksual, termasuk di dalamnya mekanisme penggunaan alat kontasepsi. Setidaknya ada beberapa alasan pelibatan unsur independen bagi perempuan dengan disabilitas dalam promosi penggunaan alat kontrasepsi.
Pertama, pendamping yang lebih mengetahui tentang kondisi, layanan, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Pendamping selama ini berasal dari sesama penyandang disabilitas maupun non-disabilitas yang cukup kompeten dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas dapat mengurangi resiko kontraproduktifisme yang seringkali muncul dalam pembuatan kebijakan. Paradigma harus sudah memiliki pandangan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak yang setara dengan manusia yang lain, yang mampu mengklaim haknya (human right based).  Upaya ini untuk meminimalisir cara pandang lama yang melihat para penyandang disabilitas sebagai "obyek" amal, pengobatan dan perlindungan sosial (charity atau social based) yang akhir-akhir ini masih kerap terjadi.
Kedua, pengalaman pendamping dalam kasus-kasus penyandang disabilitas yang spesifik. Kebutuhan difabel yang berbeda, termasuk dalam kebutuhan reproduksi seksualnya, mengantarkan pada tataran spesifikasi kebutuhan. Oleh karena itu, keterlibatan pendamping di luar yang masuk dalam tenaga kesehatan dalam kampanye atau sosialisasi alat kontrasepsi bagi perempuan dengan disabilitas mutlak dibutuhkan. Ketiga, menghindari upaya generalisasi. Dengan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan ragam disabilitas, maupun ragam pengetahuan yang dimiliki penyandang disabilitas, dapat menjadi pijakan untuk meminimalisir upaya generalisasi. Generalisasi terhadap perempuan penyandang disabilitas.
Dengan demikian keberadaan pendamping dalam memberikan sosialisasi kesehatan reproduksi, termasuk di dalam alat kontrasepsi, sangat urgen dibutuhkan. Apabila RUU KUHP masih meniadakan peran unsur individu atau kelompok di luar Tenaga Kesehatan dalam sosialisasi kesehatan reproduksi akan terjadi kontradiksi dengan realitas kebutuhan masyarakat, terlebih bagi perempuan dengan disabilitas yang cukup rentan. Kerentanan tersebut dikarenakan perempuan dengan disabilitas membutuhkan layanan dan fasilitas yang berbeda dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas.
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